
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kerja Praktek
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No: 20 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan gabungan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang “ Perizinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung” bahwa dalam rangka perwujudan semangat Otonomi Daerah dan memantapkan sistem Perdagangan Dalam Negri perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan yang sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi melalui pembinaan dan regulasi. Untuk mewujudkan pembinaan dan regulasi pembangunan perdagangan di Daerah, dipandang perlu menerapkan pengaturan usaha perdagangan dan pengelolaan pasar. Maka dari itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

Perizinan di lingkungan dinas perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri bermaksud agar di kabupaten terdapat aturan-aturan usaha perdagangan sehingga lingkungan tetap terjaga, ada dua kategori dalam pengaturan usaha perdagangan dan pengelolaan pasarantara salah satunya adalah mengenai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). 
Sehubung dengan terbentuknya badan penanamannya modal dan perizinan kabupaten bandung, maka perizinan industry dan perizinan perdagangan ada sebagian yang ditangani / dilimpahkan kewenangannya kepada BPPM yaitu pemberian izin berupa TDI dan IUI. Serta pemberian izin Perdagangan berupa SIUP, TDP dan TDG, sejak tanggal 1 april 2008. 
Dalam ketentuan umum pasal 1 menyatakan bahwa SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan daerah tentang perizinan dinas perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten bandung.
Dilihat dari Objek dan Subjek pasal 2 menyatakan bahwa Objek Izin Usaha Perdagangan adalah Perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bandung. Subjek Izin Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dagang di wilayah Kabupaten Bandung.
Ternyata sebagian besar usaha perdagangan di Kabupaten Bandung tidak mempunyai SIUP. Hal ini terungkap dalam rapat Wakil Bupati Kabupaten Bandung bersama pemilik usaha perdagangan, yakni pemilik swalayan, department strore, dan shoping centre. Semua pemilik usaha perdagangan wajib memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sebagian besar badan usaha di Kabupaten Bandung yang menjadi pengelola pasar modern belum memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan). Untuk pengembangan usaha kedepan, dapat diharapkan pengusaha pasar modern memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)   tersebut, terutama di wilayah Kabupaten Bandung. Dari aspek yuridis, pengurusan izin SIUP (surat izin usaha perdagangan) tidak ada masalah. Pemerintah Kabupaten Bandung akan memfasilitasi keperluan yang menyangkut persyaratan untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan. 
Pengurusan SIUP secara kolektif akan dilakukan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Untuk mengurus surat izin usaha perdagangan tersebut, ada 12 item. Termasuk perizinan-perizinan di Kabupaten Bandung seperti SITU, TDP dan izin lokasi yang harus disiapkan para pengusaha. Termasuk kerjasama kemitraan, juga harus ada.  

Tujuan SIUP itu, agar pengusaha yang bergerak di pasar  mempunyai kelengkapan perizinan dan akan dilindungi dari aspek hukum perizinan dan lain sebagainya. Urusan ini tidak akan sulit, dan dapat di harapkan semua pengusaha pasar mau menghormati aturan-aturan itu dan ini demi kebaikan mereka juga.
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun laporan kerja prakteknya mengambil judul :
“Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung”
1.2 Tujuan Kerja Praktek
Tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
1.3 Kegunaan Kerja Praktek
Kegunaan dari kerja praktek ini adalah :

1. Bagi penulis

a) Sebagai latihan dalam menerapkan ilmu yang didapat semasa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada.

b) Mengembangkan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam dunia kerja sesungguhnya.
c) Menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya sehingga penulis dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja.

d) Mengetahui segala proses pekerjaan dimana penulis ditempatkan.

2. Bagi perusahaan

a) Untuk memberikan masukan atau saran kepada perusahaan.

b) Membantu karyawan dalam bekerja karena penulis dapat mengerjakan sebagian tugas-tugas mereka.

c) Membina hubungan kemitraan antara perusahaan dengan perguruan tinggi.

3. Bagi perguruan tinggi

a) Membekali kemampuan dasar yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyesuaikan diri dakam perubahan dalam dunia pekerjaan.

b) Meningkatkan kualitas program praktek kerja lapangan para mahasiswa dan mahasiswinya.

c) Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar agar memberikan kuliah yang relevan dengan dunia kerja.

d) Membina hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dengan perusahaan dalam sarana dan prasarana pendidikan.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek ini bertempat di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang km. 17 Bandung. Sedangkan waktu pelaksanaan kerja praktek dilakukan selama 21 hari,  terhitung  mulai  dari  tanggal  1  Agustus  2006  dan  berakhir  pada tanggal 1 September 2009. Dengan hari kerja mulai dari hari Senin sampai Jum’at dan jam kerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.
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